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Perlindungan Benda Cagar Bodaya di Kota Palembang dalam Perspeitil
Sosiologi Hukum

Oleh: H. Azrhar’

I.Pengantar
Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

diarahkan pula terhadap benda-benda cagar budayva.' Benda cagar budava disebut
Juga sebagai benda sejarah dan purbakala mempunyal arti penting bagi kebudavaan
bangsa. terutama untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh
kesadaran jat diri banpsa. Di Eﬂl'l'lj'lill'I:E 1y, untuk pemabhaman dan penpembangan
sgjarah. Benda-benda tersebut tidak bisa diganti karena mempunyai nilai historis,
nilai ekonomis dan keashiannya sangat menentukan nilainya sehingea benda-benda
tersebut perlu dilindung dan dilestanikan

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian benda peninggalan sejarah dan
purbakala, ketentuan hukum telah menjadi suatu  kebutuhan yang mutlak.
Perlindungan dan pelestarian benda peninpgalan zejarah dan purbakala menupakan
bagian dari penegakan hukum lingkungan pada khususnva dan penegakan hukum
pada umumnya. Menurut Mertokusumo, penegakan hukum mempunyai makna,
bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut
harus diperhatikan ursur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ®

Di Indonesia undang-undang yang mengatur perindungan benda-benda
peninggalan  sejarah dan purbakala antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1992
tentang perliadungan Benda Cagar Budaya serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Mo. 5 Tahun 1992 Undang-undang
tentang cagar budaya yang diberlakukan secara resmi tanggal 21 Maret 1992 telah

" LLD dan LLM (Gradiate School af Lenw Hokkaido v, Jepeng), M.5c (WVBU, USA), SH (FH
Uinsri)
Staf Pengajar pada Fakulias Hukum dan Program Stdi Oew Hukum Program Pascasarjans
Ulnversitas Sriwgava
' Koesnadi Herdasoemantri. 2000 hal 209.
? Mertokusumo dalam Soemartono. 1996, hal 23,
* Pasal 2 UU No.5 Tahun 1992, Perlindungan benda cagar budava din situs bertujusn melestarikan dan
memanfaaticannya untuk memajukan kebodayaan nasional
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berupaya untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan peninggalan sejarah
dan purbakala Indonesia,

Walaupun secara nasionzl telah diatur perlindungan hukum terhadap
peninggalan sejarah dan purbakala dan telah benalan selama lebih kurang saiu
dasawarsa (sepuluh) tahun, Mamun, berbagai pelanggaran dan kejahatan terhadap
benda peninggalan sejarah dan purbakala dengan berbagai modus operand: masih saja
ada, khususnyva yang terdapat di kota Palembang (pusat kerajaan Sriwjaya dan pusat
Kesultanan Palembang Darussalam), sedangkan uvpaya penanggulangannya belum
berjalan sebagaimana semestinya dan sampai saat ini nampaknya belum mendapat
perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum di Kota Palembang® Berikut ini
akan dibahas tentang kondisi yang ada tentang benda-benda peninggalan sejarah dan
purbakala di kota Palembang,

1I. Pengertian Benda Cagar Budaya

Peraturan perundang-undangan vang mengatur perlindungan benda cagar
budaya atau peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia sudash ada sejak zaman
sebelum kemerdekaan yang diatur dengan Monumenten-ordonantie 1931 (Sth. No.
738 Tahun 1931).

Setelah Indonesia merdeka, perlindungan penimggalan sejarah dan purbakala
diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1992, Kedua peraturan tersebut,
memakai istilah monumen dan cagar budaya untuk peninggalan sejarah dan
purbakala dengan cirri-cint vang hampir sama, vaitu memupakan benda bergerak atau
tidak bergerak sebagai hasil buatan manusia ataupun benda alam, termasuk situs
bahkan tanaman serta bangunan yang mempunyai kepentingan langsung bagi
monumen, berumur lebih dan 50 tahun, serta mempunyat nilai pénring bam sejarah
dan kebudayaan.

i dalam ketentuan umum Pasal | Undang-Undang MNo.5 Tahun 1992
dinvatakan babwa vang dimaksud dengan:

! Data Arkeologis ditemukannya setidaknya ada 15 sifus peninggalan Srwiayn yang tersebar
diseluruh pelosok kota Palembang,
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1. Benda cagar budaya adalah:
1. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang merupakan
kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atiu sisa-sisanya, yang

+ beremur sekurang-kurangnya 50 (lima pulub) ahun, atau mewakili masa

gaya yang khas dan mewakili masa gays sekurang-kurangnya 500 (lima

puluh) tahun, serta dianggap mempunyal nila penting bag sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan,
b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bag sejarsh, imu

penpetahuan dan kebudayaan.

2. Situs adalah lokasi vang mengandung atau diduga mengandung benda cagar
budaya termasuk hingkungannya vang diperiukan bagi pengamananmnya.
Dhari ketentuan umum ini dapat diketahui bahwa pengertian benda cagar budaya
ini merupakan adopsi dari Pasal 1 ayat (1) Monumenten-ordonantic Stb. No. 238
Tahun 1931 dan sifatnya sangat umum, yang dimaksud dengan monumen:

i)

b)

c)

benda-benda tidak bergerak ataupun bergerak, bagian-bagian atau
sekumpulan barang-barang dari hasil pambuatan manusia, begitu pula
peninggalan-peninggalannya, yang pada pokoknya berumur lebih dan 50
tahun atau vang sedikitnya termasuk 50 tahunan dalam  gaye
pembuatannya dan yang penting sekali artinya bagl prascjarah, sejarah
atau kesenian;

benda-benda wang sanmgat  penting dipandang dan sudut
Paleoanthropologi;

situs dengan petunjuk beralasan (gegrond) bahwa di dalamnya terdapat
benda-benda vang dimaksud pada hurup a dan b,

Dalam rumusan pasal tersebut di atas tidak disebutkan klasifikasi perbedaan
antara benda buatan manusia dan benda alam, benda yang diduga sebagal benda
cagar budaya, benda berharga yang tidak diketabw pemiliknya dan situs, semuanya

tanpa penjelasan lebih lanjut, sehingga menimbulkan bebagai interpretasi. Untuk
itulah di dalam tulisan ini akan dipakai istilah benda-benda peninggalan sejarah dan
purbakala khususnya benda-benda tidak bergerak.
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Sccara ctimologi istilah cagar budaya diartikan sebagai daerah yang
kelestarian hidup masyerakat dan prikehidupannya dilindungi oleh undang-undang
dari bahaya kepunahan, sedangkan situs adalah areal temuan benda-benda purbakala ’
D sim dapat kita lihat terdapat kerancuan pemakaian kata:

a. kata situs sama artinya dengan cagar budaya yaitu kawasan/daerah;

b. lkats mpr_ budaya tidak tercermin pengertian nilai sejarah dan pengertian nilai
purbakala (arkeologi) vang seharusnya dilindung dan menjadi tujuan dibuatnya
undang-undang ini.

¢. Kata benda cagar budaya dibedakan antara benda alam dan benda buatan
manusia, istilah benda alam dan benda buatan manusia bukanlah istilah hukum,
[ dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan benda‘zact diartikan sebagai
bagian dari harta kekayaan atau vermogensbestande! yang kemudian (antara lain)
dapat dibedakan antara roerende zaken (benda bergerak) dan onroerende zaaken
(benda tidak bergerak).”

Darn urgian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk istilah benda
capar budaya adalah Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala yeng berupa benda
tidak bergersk.  Sedangkan penpertian peninggalan sejarah menurut Koesnadi
Hardjasoemantn menunjukkan waktu lampau dalam artian relatif, dapat berasal dan
masa puluhan tahun yang lalu atau mungkin berasal dari beberapa tahun atau
mungkin beberapa hari yang lalu, serta dan sudut sejarah mempunyai arti yang
penting.

Selanjutnya yang dimaksud dengan peminggalan kepurbakalaan menunjukkan
miasa yang dapat mencapai puluhan tabun, bahkan nbuan serta jutaan tahun ' Kecuali
itu ada beberapa peninggalan sejarah vang dan sudut sejarah mempunyai arti penting
akan tetapi tidak demikian dan sudut Arkeologi tidak mengandung nilai arkeologs,
sepertt timbunan tanah bisa dalam pemakaman umum dari tokoh sejarah telapi sama

* Kurmus Besar Bahasa [ndoeesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakaria, 1990,
" Soedono Soeckanto dan Musiafa Abdullah, 1987,
T Koesnadi Hardjasoemantr. 2000 hal 210
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sckali tidak menunjukkan bangunan atau nisan makam, ndak termasuk peninggalan

purbakala.”

I1l. Peraturan Perondang-undangan vang berhubungan dengan Perlindungan
terhadap Benda Cagar Budaya

Perlindunpan terhadap benda cagar budeva/peninggeian sejarah dan purbakala
sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan di Hindia Belanda, sekarang dikenal
dengan Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Monumenten-ordonantie 1931 (Stb.
MNp.23 Tahum 1931) dan juga dalam Staatsblad No.515 Tahun 1934 Dalam
Monumenten-ordonantie (MO) Stb. No.238 Tahun 1931 perhindungan terhadap
benda peninggalan sejarah dan purbakala diatur dalam pasal:

1. Pasal 6 avail (1) bensi tentang larangan untuk mengeluarkan monumen dan

Indonesia tanpa izin Kepala Dinas Purbakala
2. Pasal 6 ayat (2) berisi larangan untuk memperbaiki, merusak, merubah bentuk

atau kegunaan monumen, mengambil barang tetap dan suatu monumen ketempat

lain, tanpa 1zin.

3. Pasal 9 benisi larangan untuk mengadakan penggalian terhadap monumen tanpa
izin tertulis dan Kepala Dinas Purbakala

4. Pasal 7 avat (1) menetapkan kewajiban untuk memberntahukan pemindah
tanganan suat monumen, 14 han setelah kejadian.

5. Pasal 7 ayat (2) menetapkan kewajiban untuk membentahukan penemuan atau

<« hilangnya monumen

6. Pasal 8 ayat (1) menetapkan kewajiban untuk melapor mengenai penemuan dalam
arti Pasal 587 BW, vang diduga barang bergerak.

Selain perhindungan terhadap perunggalan sejarah dan purbakala yang diatur M.O
1931, setelah Indonesia merdeka, beberapa bentuk gangguan vang dikategorikan
scbagal tindakan vang menyebabkan rusak atau hilangnya benda capar budaya
nasional amnara lan: karena adanya perang, iklim dan proses o Kimia, adanya

penggunaan benda cagar budaya sebagai objek perdagangan untuk kepentingan

" Thid
35



pribadi dan golangan seperti pencurian, pemindahan dan penyelundupan benda cagar

budaya.
Penanggulangan ierhadap kerusakankemusnahan benda peninggalan sejarah dan

purbakala di atas didasarkan pada ketentuan-*

1) Instruksi Mendikbud No.8/M/1972 tentang Pengamanan benda-benda purbakala

2) Instruksi Mendikbud No.l'A/1973 temtang Kerjasama Kepala Perwakilan
Depdikbud dan Kepolisian Rl dalam Pengamanan/Penyelamatan benda cagar
budava nasional

3) Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
No.OUZ/KOPKAM/1973 tentang Pengamanan benda cagar budava nasional

4) Surat Kepala Kepolisian RI No. Juklak/LIT/TV/73 tentang Cperasi Pengamanan
dan Penyelamatan benda cagar budaya nasional

3) Surat Kepala Kepolisian RI Polsus/17/76 tentang Penpamanan/Penyelamatan
benda cagar budava nasional

6) Surat Edaran Mendikbud No.87/MPK/1980 tentang Pembentukan Tim Gabungan
Perlindungan cagar budaya di dacrah tingkat | seluruh Indonesia,

Mengingat M.O tidak sesuai dengan kondisi kemerdekaan bangsa Indonesia, baik
_dilihat dari asas, kepentingan maupun maksud dan tujuan', maka M.O dicabut dan
diganti dengan undang-undang perlindungan peninggalan sejarsh dan purbakala yang
diatur dalam Passl 14 Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.

Pasal 15 Undang-Undang No 4 Tahun 1982 menyatakan:

“Ketentuan wentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang ™
Sedangkan penjelasan Pasal 14 tersebut diatas menyatakan'

“Perlindungan cagar budaya harus ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya
vang mengandung nilai-nilai lubur™

Atas dasar ketentuan Pasal 14 UU No.4 Tahun 1982 ini diundangkanlah Undang-
Undang MNo.5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan kewenangan yang

* Koesnadi Hardjasoemantri, 2000.hal. 212
b1 ]ﬁiﬂ



diberikan oleh Undang-Undang No.§ Tahun 1992, maka instansi yang bertugas untuk

mengelola masalah benda peninggalan sejarah dan purbakala adalah:

a) Balai Arkeolog;
Bertugas melakukan penelitian terhadap penmggalan budaya masa lalu

b) Suaka Peminggalan Sejarah dan Purbakala:
Bermugas melakukan hal-hal yang berhubungan  dengan  perfindungan
pemeliharaan dan pelestarian benda peninggalan sejarah dan purbakala

¢) Museum:
Merupakan tempat penyimpanan akhir sekaligus tempat mempublikasikan benda
peninggalan sejarah dan purbakala khususnya benda bergerak.

Ketiga instansi tersebut di atas berada dalam lingkup Departemen Kebudayaan dan

Pariwisata.

Usgha untuk melindungi benda cagar budaya/ peninggalan sejarah dan purbakala

berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1992, meliputs:

1). Larangan untuk melakukan pencarian benda capar budaya dengan cara

penggalian, penyelaman, pengangkatan tanpa izin pemenintah [Pasal 12 ayat {1)].

2). Usaha perlindungan dan pemelihaman benda cagar budaya dengan
memperhatikan miai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya [Pasal 13
ayat (1) dan (2)]

3). Mendaftarkan kepemilikan, pengalihan hak, melaporkan penemuan, kehilangan

. dan kerusakan [Pasal B ayat (1)dan {2)].

4). Larangan untuk memusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya [Pasal
15 ayat (1)].

5)Larangan untuk membawa benda cagar budaya kelwar wilavah Indonesia,
memindahkan benda ke daerah lain, mengambil, merubah bentuk dan atau wama
sera memugar, menggandakan, memisahkan sechaman benda dan kesatuanmya
serla memperdagangkan atau memperniagakan tanpa izin pemenintah [Pasal 15
ayat 2 (a) sampai dengan ()]

6)L.Memanfaatkan semata-mata untuk keuntungan pribadi dan‘atau golongan [Pasal

19 ayat (2)b]. "



IVY. Kondisi Benda Cagar Budaya/ Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kota
Palembang.

Sebagai bekas ibukota kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang
Darusssalam, di kota Palembang banyak terdapat peninggalan sejarah dan purbakala,
khususnya berupa situsbenda peninggalan scjarah dan purbakala tidak bergerak,
seperti misalnya bangunanfempat ibadah berupa Masjid, Klenteng, Candi, Benteng
serta Makam raja-raja vang tersebar hampir di seluruh pelosok kota Palembang (Lihat
tabel 1)

Tabel 1 Situs/ Benda Cagar Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala tidak
Bergerak yang ada di Kota Falembang Tahun 2001

Nama Bentuk Laokasi
I | Angsoko Sisa candi 20 The/Thr Tomur |
2 | Pagar Alam Sisa candi 20 Thr/Thr Timur |
3 Ariodamar/ Anodillah Makam 20 Min/Thr Timaur 1
4 | Ariocanang Makam 20 Thie/Thir Timwr 1|
5 | Gede ing suro L Makam 3 Wig/Mlir Timwr 11
6 | Bukitmanglkubumi | Makam | Ihr/Tlir Tamvwr [
7 | Panembahan | Makam 1 Mir/Tlir Tomwr 11
B Sabokmgkine Makam 3 NicMir Timur 17
9 | Lemahabang | Makam 3 Nie/ilir Timur 1
10 | Kambang Koci i Miakam 5 Mir/Mlir Tomwr 11
11 | Pulau kemaro ' Klenteng Sei SelincalyTlir Timur 11
12 | Karanpanyar | Struktur bata 36 Mhir/Mir Barat |
13 | Bukit Siguntang | hiakam Bukit lama/lir Barat |
14 | Koto Besak | Benteng 19 ThirMir Barat 1
15 | Masjid Agung Masjid 21 ir/Tir Barat 1
16 | Cinde Walang | Makam 24 lirfllir Basat |
| 17| Kertapati | Makam Kentapan/Seberang Ulu |
18 | Muarsogan Makam Kertapati'Seberang Ulu |
19 | Baguskuning Miakam PlajuSeberang Lilu [1
Sumber; Kantor Suaka Peminggalan Sejarah dan Purbakala J mhl Bengkule dan
Sumatera Selatan2001.

Dari ke 19 situs berupa benda peninggalan sejarah dan purbakala tdak
bergerak yang keberadaannya diakui secara hukum herdasarkan observasi dilapangan
ternyata sebagian besar tidak dibenkan perlindungan sebagaimana vang diwapbkan
oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang cagar budaya. Perlakuvan yang tidak
semestinya terhadap benda-benda tersebut dapat dilihat pada tabel 2.




Tabel 2. Bentuk Perusakan Situs/ Benda Cagar Budaya/ Peninggalan Sejarah

dan Purbakala _ ~
| No | Situs Jenis | Bentuk Pengrusakan
| Euto Besak Benteng Tempat tingeal, asrama dan rmamah
sakit
(7 [ Cinde Walang Makam Tempat pemukiman/niko
3 Candi Angsoka Siza candi Pembuatan bangunan makam
4 Arnocarang Makam | Tempat permukiman
5 Ariodamar Makam Tempal pemukimam
6 | Masjid Agung Masjid Renovisi bangunsn -
7 Pagar alam Mizkcam | Tempal pemukiman
& | Mayor Ruslan Makam | Permukiman/ruko

Sumber: Hasil Observasi lokasi, Juni 2002
IV 1. Kondisi Benteng Kuto Besak

Benteng  Kute Besak merupakan salah satu  peminggalan Kesultanan
Palembang, dibangun atas prakarsa Sultan Mahmud Badaruddin 1 pada tahun 1730,
Pembangunan Benteng ini dimaksudkan untuk menshan serangan pasukan Belanda
vang berulangkali mencoba  menguasai Palembang. Pada tahun 1821 terjadi Perang
Menteng 11, Benteng Kuto Besak jatuh ketangan Belanda dan selanjutnya menjadi
tempat kediaman Komisaris van Sevenhoven dan tahun 1825 didinkan rumah sakit
untuk keperiuan militer Belanda. Benteng Kuto Besak hingga saat ini dikuasai oleh
Militerodam 1l Sowijaya, dijadikan tempat pemukiman yang dihum oleh 67
Kepala Keluarga prajunt TN akul dan 47 Kepals Keluarga Pumawirawan dan
Warakawuri dan Rumah Sakit Militer AK. Gan.

Menurut Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan Palembang'', pihak
Kodam Il Snwijaya bersedia untuk memindahkan warganya dan Rumah Sakit AK.
(ani ke lokasi baru, tetaps pemenntah tidak mempunyai dana vang cukup untuk ganti
rugi dan dana pemindahan penghuni maupun rumah sakit AK. Gani, sehingga sampai
saal ini Benteng Kuto Besak masih dijadikan tempat pemukiman, rumah sakit dan
dalam penguasaan Kodam I Snwijaya

Perubahan fungsi Benteng Kuto Besak sebagai tempat pemukiman dan rumah
sakit adalah suatu tindakan perusakan terhadap benda peninggalan sejarah dan

" Lokakarya pembentukan Badan Pemgelols Kawasan Benteng Kuto Besak dan Sosialisasi
Program, 27 Desember 2001,
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purbakala, karena dengan dijadikan sebagai tempat pemukiman dan rumah sakit,
maka penamhbahan instalasi air minum, instalasi hisink untuk keperluan rumah tangga,
pembangunan rumah tempat tinggal dan limbah rumah tangga di lokasi Benteng Kuto
Besak telah memenutu pengerian merusak sebagaimana dimaksued Pasal 26 UU No.3
tahun 1992 jo. Pasal 29 PP. No. 10 Tahun 1993 yang berbunyi;

Pasal 26:

“Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budava dan situs seria
lingkungannya... tanpa izin dan pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama- .
lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atan denda setinggi-tingginya RplO0.000.000
{ seratus jula rapiah).”

Pasal 29 ayat (2):

“Termasuk kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya dan situs adalah
kegiatan: a mengurangi, merubah, mensmbah, memindahkan dan menceman benda
budava: b. mengurangi, menceman dan atay mengubah fungsi situs.”

V.2 Kondisi Masjid Agung

Masjid Agung Palembang dibangun oleh Suitan Mahmud Badaruddin [ tahun 1738,
kemudian tahun 1758 masjid tersebut dilengkapi dengan menara dan diperindah
interiornya oleh Pangeran Najamuddin, Sejak 1tu mengalami 5 kah perubahan yang
menyebabkan munculnya bangunan-bangunan tambahan yaitu tahun 1893, 1916,
1938, 1952, 1970, dan 2000. Pada pertengahan tahun 2000 renovasi Masjid Agung
dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan
sebagai ketua umum dan Walikota Palembang sebagai ketua hanan, dibiayai APBD
Sumatera Selatan dan sumbangan masyarakat

Pada tanggal 15 Oktober 2000 Polda Sumsel mendapat pengaduan dan masyarakat
(Yayasan Kesultanan Palembang, diwakili RMS Diraja) mengenai pelanggaran
hukum/UU Ne, 5 Tahun 1992 yang dilakukan Pamtia Renovasi Masjid Agung
sehubungan dengan tidak adanya izin pemugaran dari Menten Pendidikan Nasional
dan telash melakukan perusakan terhadap komponen-komponen asli Masjid Agung
dengan mengganti dengan bahan baru.  Atas pengaduan ini Polda Sumsel melakukan

penyelidikan dan pada bulan Desember 2001 kasus ini ditutup dengan alasan tidak
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terdapat cukup bukti telah terjadinya perusakan terhadap benda peninggalan sejarah
dan purbakala "
IV_3. Kondisi Makam Kambang Koc
- Pemakaman lslam Kambang Koci adalah tempat pemakaman yang teretak di
komplek Pelabuban Il Boom Baru Palembang, di tempat tersebut terdapat makam
keturunan Sultan Badsruddin 11 bertahun 1234 Hiynah.
Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Balai Arkeolog
Palembang maupun Suaka Peninggalan Scjarah dan Purbakala Propins Jambs,
Sumsel dan Bengkulu, situs Kambang Koci adalah merupakan situs purbakala vang
harus dilindungi, dimana terdapat makam Sayid Salim bin Abdurrahman bertahun
1234 Hijnah yang merupakan kewrunan Suftan Badaruddin [1 dan merupakan bagian
dari sejarah Palembang.
Denpan adanya perkembangan zaman yang semakin maju seria funiutan
peningkatan perekonomian di segala sektor, maka kebutuhan ruang menjad: sangat
penting terutama ruang tempat usaha bongkar muat barang scperti yang terjadi di
Pelabuhan Il Boom Baru,
Konflik kepentingan yang sangat mendasar yaitu antara peningkatan sektor
ckonomi di pihak pelabuhan dan kepentingan untuk mempertahankan keberadaan
makam leluhur oleh ahli waris menjadi semakin rumit setelah ada campur angan dari
pihak pemerintah dagrah dengan mengeluarkan Surat Ke;mmsan”' antara lain:
118K, Walikota Palembang, 30 April 1997, No94/KPTSDEKKMY7 yang 1sinya
adalah menutup dan mengosongkan tempat pemakaman Kambang Koci dan akan
dipindahkan ke pemakaman Kebon Bunga,

2] Pengumuman Walikota Palembang No l6/PGM/97 tanggal 1 Oktober 1997
mengenai pemindahan pemakaman umum Kambang Koci.

3).5K Mendagri No469-1011 tanggal [0-9-1997 tentang penutupan dan
pengosongan makam Kambang Koot

" polda Sumsel dan Kabag Resum Dir Serse Polda Sumsel.
" | aporan hasil rapat pembahasan makam kambang koci Pelabuban [I Boom Baru tanggal 18 Juli
2000 antara pemenntah daerah, shli waris dan pihak Pelabuhan 11 Boom Banu, Suaka Peninggalan
Sejarah dan Purhakala Propinsi Jamb, Samsel dan Benghkulu, 2000
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Dengan  keluamya SK. Mendagri Nod46997 tentang penutupan dan
pengosongan makam Kambang Koci telah membuat ahli wansnya mengajukan
keberatan ke Gubemur Sumatera Selatan yang kemudian menindak lanjuti dengan
rapat pembahasan masalah kambang Koci tanggal 18 Juli 204} dipimpin oleh Walkail
Gubemur bidang Pemerintahan dan Kesra Pemda propinsi Sumatera Selatan.

Kasus ini kemudian diselesaikan secara musyawarah antara pemerntah
daerah, ahli waris dan pihak Pelabuhan Il Boom Baru berupa beberapa kesepakaian
antara lain:

1). Kambang Koei adalah merupakan peninggalan sejarah yang harus dilindungr,

7). Pemerintah Daerah menganpgap pemakaman Kambang Koci tidak menganggu
volume bongkar muat barang di Pelabuhan Boom Baru, karena itu tidak perlu
dipindahkan;

3).Pihak Pelabuhan Il Boom Baru Palembang diperintahkan untuk mengambil
tindakan pengamanan pengamanan Kambang Koci dengan pembustan pagar
beton. "

V. Perlindungan Benda Cagar Budaya Dalam Persfektif Sosiologi Hukum

Perlindungan terhadap bends peninggalan sejarah dan purbakala erat kaitannya

‘dengan penegakan hukum. Penerapan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnva

adalah merupakan penerapan diskresi. Proses penegakan hukum udak dapat

dilakukan secara menyeluruh dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap
pelaku yang telah memenuhi rumusannya dapat dilakukan penuntutan di Pengadilan

Persoalan penegakan hukum dengen penerapan diskresi didalamnya dibedakan

menjadi tiga bagian vaitu Toral enforcement, Full enforcementdan Actual

enforcement."”

Secara konseptional menurut Mertokusumo, penegakan hukum mempunyai makna,

bagaimana hukum it harus dilaksanakan, schingga dalam penegakkan hukum

" [hid.
* Muladi 1007 58
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tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian  hukum, kemanfastan dan
keadilan. ™

Pencgakan hukum dapat pula dianmikan sebagai tindakan menerapkan
perangkat sarana hukum dengan tujuan untuk memaksakan sanksi hukum, baik senksi
admimistrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana guna menjamin ditaatinya
ketentuan yang ada. Dukungan kekuatan sanksi hukum membenikan pedoman
orientasi fentang bagaimana scharusnva orang bertindak ateu dibarapkan untuk
bertindak. Tujuan akhir dan penegakan hukum adalah ketaatan terhadap hukum yang
berlaku.

Penerapan perangkat sarana hukum tidak akan dapat berhasil dengan baik
apabila perangkat hukum itu hanya dilihat sebagai rangkaian kaidah atau norma,
tetapi harus lebih dan itu, sebagai suam sistem dimana didslamnys terkait sub-sub
sistem hukum yang satu sama lain saling mempengaruhi., Namun, demikian
merupakan satu kesatuan dalam mencapai ujuan.

Dengan menggunakan paradigma sistem hukum yang dikembangkan olch
Friedman, bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur dan
budaya hukum, maka sustu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek
tersebut. !’

Soleman B. Taneko'™ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan struktur
hukum adalah hukum mempunyai pola, bentuk, dan gaya  Struktur adalah badan,
kerangka kerja dan bentuk yang tetap. Pengadilan atau kepolisian merupakan
organisasi. Struktur dapat dijabarkan dalam organisasi/lembaga, tentang bagaimana
mercka berhubungan satu sama lain  Bagaimana lembaga legislatif menjalankan
fungsinya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana aparat penegak
hukum (polisi, jaksa dan hakim) menjalankan tuges dan lainnya.

——

'* Mertokusumo dalam Sumarto. Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakara, 1996,
"'Kadsi Husein. Diskresi dalam peaegakan bukum pidana di Indonesia. Pidato pengukuhan sebagai
Guru Besar tetap di Universitas Lampung,
'® Soleman B. Taneko, Pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat, Raja Grafindo, Jakara, 1993,
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Dengan demikisn komponen struktural dan suatu sistem hukum adalah
mencakup bagaimana institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai
macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerja sistem tersebut,

- Substansi adalah apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah-kaidah
yang digunakan oleh institusi. Komponen substantif adalah mencakup segala apa
saja vang merupakan keluaran dan suatu sistem hukum seperti norma-norma hukum,
peraturan, keputusan maupun doktrin.

Unsur vang ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Friedmain
menyebutnya sehagai bensinnya motor keadilan'the legal culture provides fuels for
the motor of justice.’ Budaya hukum yang dimaksud Friedman adalah sikap dan
nilai-nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum, sikap dan nifai-
nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku
yang berkaitan dengan hukum. Intinya, budaya hukum itu adalah keseluruhan faktor
yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam
kerangka budaya milik masyarakat umum.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan
sikap dari warga masyarakat dan sistim nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang
akan menentukan bagaimana seharusnye hukum im berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan, Perwujudan dari budaya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan, Perwujudan dari budaya hukum masyarakat adalah adanya kesadaran
hukum dengan indikator berupa adanya pengetahuan hukum, sikap hukum dan
prilaku hukum yang patuh. Apa yang terjadi di kota Palembang yaitu banyaknya
pengrusakan terhadap benda peninggalan sejarah dan purbakala, menunjukkan sikap
masyarakat yang masih rendah terhadap pengetahuan, sikap, kesadaran dan pnlaku
akan pentingnya benda peninggalan sejarah dan purbakala

Selanjutnya pada hekckatnya penegakan hukum adalah penegakan ide-ide,
nilai-nilai serta konsep-konsep vang terkandung dalam hukum. Kebutuhan untuk
pengelolaan  hukum ini memerlukan wadah yang disebut orgenisasi beserta
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birokrasinya, Kehidupan suatu organisasi. Kehidupan suatu crganisasi sangat
dibutuhkan untuk mengelola segala kebutwhan hidup dalam masyarakat yang
semangkin kompleks, Dari ketiga kasus yaitu, Masjid Agung, Kambang kect, dan
Benteng Kuto Besak, terlihat organisasi dan birokrasi dalam hal ini Pemenntah kota
Palembang, Kepolisian, dan Kodam I Sriwijaya belum bekerja secara baik schingga
lemahnya penegakan hukum dalam bidang hukum  perlindungan benda-benda
peninggalan sejarah dan purbakala.

Bagaimana suatu lembaga pencgak hukum itu akan bekena sebagal tanggapan
terhadap peraturan-peraturan  hukum merupakan fungsi suatu peraturan vang
ditujukan kepadanya, sanksi-sanksi, kescluruhan kekuatan sosial, pelitik dan lain-
lainnya yang bekerja stasnya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran
(role pccupanis). Uraian terscbut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Pembuat Hul:umr//

Birokrasi Penegak Hukum — *  Pemegang Peran

Umpan Bali

Sumber: Satjipto Rahardjo, 1993,

Penegakan hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai, selanjutnva lembaga penegak
hukum akan mengembangkan nilai-nilai, selanjutnya lembaga penegak hukum akan
mengembangkan nilai-nilai sendiri di dalam lingkungan organisasi lembaga tersebut,
Nilai-nilai terscbut dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik
sehingga terbentuklah suatu kultur penegakan hukum.
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Pencgakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan

penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat
diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan
demikian diskresi itu berada diantara hukum dan moral ™

Menurut Kadri Husin,®™ dalam konteks yang demikian dapat saja terjadi

pengaktualisasian peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesual keadaan atas
situasi vang ada dilapangan, sehingga terjadi apa yang dinzamakan penegakan hukum
secar nyata (actual law enforcement).

V1. Kesimpulan

Diari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1.

3.

Pengaturan perlindungan terhadap benda peninggalan sejarah dan purbakala di
Indonesia sudah ada scjak zaman penjajahan Belanda yaitu melalui Monumenten
Ordonantie Stb. No. 238 Tahun 1931 kemudian dicabut dengan keluamya
Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Perlindungan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakaia di Kota Palembang
belum dilakukan sebagasimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya hangunan peninggalan sejarah dan
purbakala vang salah fungsikan dan ditelantarkan.

Perlindungan benda-benda sejarah dan purbakala di Kota Pelembang dipengarub
aspek struktur adanya keterbatasan tingkat kemampuan profesionalisme aparat,
sumber days manusia yang terbatas, sarana prasarana vang belum memadai,
Sedangkan aspek sosiolog hukum dalam hal ini budaya hukum baik dikalangan
aparal penegak hukum maepun masyarakat masih kurangnya pengetahuan, sikap,
kesadaran dan prilaku tentang perlindungan terhadap benda peninggalan benda
sejarah dan purbakala.

* Satjipto Rahardjo, 1986,
! Kadri Husein. Diskresi dalam pencgakan hukum pidanadi Indonesia. Pidato pengukuhan sebagaii
Guru Besar tetap di Universitas Lampong
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